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Debitur Menghindari Pembayaran Utang? Bisakah Harta Kekayaannya Disita? 

 

Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menempuh gugatan 

perdata untuk menuntut pembayaran utang. Persoalan dapat menjadi lebih serius 

apabila terdapat kekhawatiran bahwa debitur akan menjual, mengalihkan, 

menyembunyikan, atau memindahkan hartanya selama proses perkara berlangsung. 

Dalam kondisi tertentu, kreditur dapat meminta sita jaminan atau conservatoir beslag. 

 

Sita jaminan pada dasarnya merupakan tindakan hukum untuk menjaga agar harta 

kekayaan tertentu milik tergugat tetap tersedia sehingga putusan pengadilan nantinya 

tidak menjadi sia-sia atau sulit dilaksanakan. Dasar utamanya antara lain Pasal 227 ayat 

(1) HIR untuk wilayah Jawa dan Madura serta Pasal 261 ayat (1) RBg untuk wilayah di 

luar Jawa dan Madura. 

 

Apa Itu Sita Jaminan? 

Sita jaminan berbeda dengan penyitaan dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, 

sita jaminan bukan berarti kreditur langsung menjadi pemilik harta debitur. Sita 

berfungsi menjaga objek agar tidak dengan mudah dialihkan selama proses perkara dan 

dapat mendukung pelaksanaan putusan apabila gugatan dikabulkan. 

 

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sita jaminan dapat diajukan ketika terdapat 

kekhawatiran debitur akan menggelapkan, menjauhkan, atau memindahtangankan harta 

yang menjadi jaminan pembayaran utang. 

 

Mengapa Harta Debitur Dapat Menjadi Jaminan Utang? 

Secara umum, Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan bahwa seluruh barang milik debitur, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi 

jaminan atas perikatan pribadi debitur. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdata mengatur 

bahwa harta tersebut pada prinsipnya menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, 

dengan pembagian hasil penjualan menurut perbandingan piutang, kecuali terdapat 

alasan hukum yang memberikan hak untuk didahulukan. 

 

Artinya, secara hukum terdapat konsep jaminan umum terhadap harta kekayaan 

debitur, meskipun dalam perjanjian utang-piutang tidak selalu terdapat jaminan berupa 

rumah, tanah, kendaraan, atau aset tertentu. 

 

Kapan Sita Jaminan Dapat Diajukan? 

Sita jaminan bukan tindakan yang otomatis diberikan hanya karena seseorang memiliki 

utang. Kreditur perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan dan menjelaskan 

alasan mengapa sita diperlukan. Salah satu keadaan yang relevan adalah adanya 

dugaan yang beralasan bahwa debitur berusaha mengalihkan atau menggelapkan 

hartanya untuk menghindari pembayaran utang. 

 

Karena itu, dalam gugatan sebaiknya kreditur tidak hanya mencantumkan permintaan 

sita, tetapi juga menjelaskan: 

• adanya hubungan utang-piutang; 

• jumlah utang yang harus dibayar; 

• adanya wanprestasi; 

• objek harta yang dimohonkan untuk disita; dan 
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• alasan atau keadaan yang menunjukkan adanya risiko harta tersebut dialihkan 

atau disembunyikan. 

 

Harta Apa yang Dapat Dimohonkan Sita Jaminan? 

Pada prinsipnya, objek sita jaminan dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak 

milik debitur, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan dapat diidentifikasi dengan 

jelas. Contohnya dapat berupa: 

• tanah atau bangunan; 

• kendaraan; 

• barang bergerak tertentu; atau 

• aset lain yang secara hukum dapat menjadi objek sita. 

Namun, tidak semua benda dapat begitu saja disita. Hukum acara perdata juga 

mengenal pembatasan terhadap objek tertentu. Karena itu, identitas dan status 

kepemilikan aset perlu diperiksa terlebih dahulu. Apabila objek ternyata milik pihak 

ketiga, pihak tersebut dapat menempuh mekanisme perlawanan sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku. 

 

Apakah Sita Jaminan Berarti Utang Sudah Lunas? 

Tidak. Sita jaminan hanya berfungsi sebagai tindakan pengamanan terhadap objek 

harta. Sita tersebut tidak otomatis membuat utang menjadi lunas dan tidak berarti harta 

langsung dapat dijual untuk membayar kreditur. 

 

Apabila gugatan dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan 

pembayaran dilakukan melalui mekanisme eksekusi putusan sesuai hukum acara 

perdata. Dengan demikian, perlu dibedakan antara: 

• Sita jaminan → mengamankan harta selama proses perkara. 

• Eksekusi → melaksanakan putusan yang telah dapat dieksekusi untuk memenuhi 

kewajiban debitur. 

 

Bagaimana Proses Pengajuan Sita Jaminan? 

Secara umum, prosesnya dapat dilakukan melalui tahapan berikut: 

1. Mengajukan Gugatan Utang 

Kreditur mengajukan gugatan terhadap debitur, misalnya atas dasar wanprestasi, dan 

mencantumkan tuntutan pembayaran utang. 

2. Memohon Sita Jaminan 

Dalam gugatan, kreditur dapat mengajukan permohonan agar pengadilan meletakkan 

sita jaminan terhadap aset debitur yang dapat diidentifikasi. 

3. Menjelaskan Alasan Sita 

Kreditur perlu memberikan alasan yang mendukung kebutuhan sita, terutama apabila 

terdapat kekhawatiran debitur akan mengalihkan atau menyembunyikan hartanya. 

4. Pemeriksaan oleh Pengadilan 

Hakim akan menilai permohonan sita berdasarkan perkara dan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

5. Pelaksanaan Sita 

Apabila permohonan dikabulkan, sita dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara perdata 

terhadap objek yang ditetapkan. 
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6. Pelaksanaan Putusan 

Apabila kreditur memenangkan perkara dan putusan telah dapat dieksekusi, harta yang 

telah disita dapat menjadi bagian dari proses pelaksanaan putusan sesuai ketentuan 

hukum. 

 

Bagaimana Jika Utangnya Diajukan melalui Gugatan Sederhana? 

Sita jaminan juga relevan dalam mekanisme gugatan sederhana. PERMA No. 4 Tahun 

2019 yang mengubah PERMA No. 2 Tahun 2015 secara khusus menambahkan Pasal 

17A, yang memungkinkan hakim dalam proses pemeriksaan memerintahkan peletakan 

sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau benda milik penggugat yang 

berada dalam penguasaan tergugat. 

 

Dengan demikian, untuk perkara utang yang memenuhi persyaratan gugatan sederhana, 

permohonan sita jaminan tetap dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar 

aset yang relevan tetap tersedia selama proses pemeriksaan. 

Aspek Ketentuan Terdahulu Ketentuan Sekarang 

Jaminan 

umum harta 

debitur 

Pasal 1131 dan 1132 

KUHPerdata menjadi dasar 

jaminan umum atas harta 

debitur. 

Ketentuan Pasal 1131 dan 1132 

KUHPerdata tetap menjadi dasar umum 

jaminan harta debitur. 

Sita jaminan 

Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg 

menjadi dasar utama 

conservatoir beslag. 

Ketentuan HIR/RBg tetap menjadi dasar 

hukum acara perdata, termasuk sita 

jaminan. 

Gugatan 

sederhana 

PERMA No. 2 Tahun 2015 

mengatur mekanisme 

gugatan sederhana. 

PERMA No. 4 Tahun 2019 mengubah 

PERMA No. 2 Tahun 2015 dan memperluas 

pengaturannya. 

Sita dalam 

gugatan 

sederhana 

Belum terdapat pengaturan 

khusus seperti sekarang. 

Pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019 

secara khusus mengatur kemungkinan 

peletakan sita jaminan dalam proses 

gugatan sederhana. 

Tujuan sita 
Menjaga objek agar putusan 

dapat dilaksanakan. 

Tetap sebagai instrumen untuk menjamin 

efektivitas pelaksanaan putusan. 

PERMA No. 4 Tahun 2019 saat ini berstatus berlaku dan secara khusus mengubah 

PERMA No. 2 Tahun 2015, termasuk dalam aspek sita jaminan dan pelaksanaan 

putusan. 

 

Apa yang Harus Disiapkan Kreditur? 

Sebelum mengajukan gugatan dan permohonan sita jaminan, kreditur sebaiknya 

menyiapkan bukti yang menunjukkan: 

• perjanjian atau dasar hubungan utang-piutang; 

• bukti pemberian atau transfer uang; 

• bukti pengakuan utang; 

• komunikasi antara kreditur dan debitur; 

• bukti jatuh tempo; 

• somasi atau permintaan pembayaran; 

• bukti adanya wanprestasi; dan 

• informasi yang jelas mengenai aset yang dimohonkan untuk disita. 
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Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan 

merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan debitur yang tidak 

membayar utang, dugaan pengalihan harta, kebutuhan mengajukan sita jaminan, 

gugatan wanprestasi, maupun pelaksanaan eksekusi putusan, penting untuk memahami 

dasar hukum, objek sita, serta prosedur yang sesuai dengan perkara Anda. 

Konsultasikan permasalahan Anda secara strategis dan profesional melalui: 

📞 08567572501 

📧 info@justianlawfirm.com 

🌐 www.justianlawfirm.com 

 

 

Semakin jelas hubungan antara utang, wanprestasi, identitas debitur, dan objek harta 

yang dimohonkan untuk disita, semakin mudah bagi pengadilan untuk menilai 

permohonan tersebut. 

 

Kesimpulan 

Harta debitur dapat dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan dalam perkara utang-

piutang, terutama apabila terdapat alasan yang cukup untuk mengkhawatirkan harta 

tersebut akan dialihkan, disembunyikan, atau digelapkan sebelum perkara selesai. 

 

Namun, sita jaminan tidak otomatis diberikan hanya karena debitur tidak membayar 

utang. Kreditur tetap perlu membuktikan hubungan hukum dan utangnya serta 

menjelaskan alasan dan objek harta yang dimohonkan untuk disita. Sita jaminan juga 

harus dibedakan dari eksekusi. Sita bertujuan mengamankan aset, sedangkan eksekusi 

merupakan pelaksanaan putusan yang telah dapat dijalankan. 
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